LEMBARAN DAERAH

KOTA DEPOK

NO. 07
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib
dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
ditetapkan dalam peraturan daerah,;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahanan Wajib dan Pilihan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat || Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat
Il Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);
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http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu015.pdf

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Depok Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006
Nomor 02);
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA DEPOK

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok
adalah Walikota Depok dan Perangkat Daerah Kota Depok sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan
gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara
bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau
gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan
hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang

berbadan hukum.
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BAB Il
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kota melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas

31 (tiga puluh satu) bidang urusan meliputi:
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pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum;

perumahan;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perhubungan;

lingkungan hidup;

pertanahan;

kependudukan dan catatan sipil;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

. sosial;

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
koperasi dan usaha kecil dan menengabh;
penanaman modal;

kebudayaan dan pariwisata;
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